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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan menjawab rumusan masalah 

bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah qabla al-

dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian dan bagaimana analisis 

hukum Islam terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah 

qabla al-dukhu>>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun teknik 

pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama 

Surabaya terkait dengan istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara 

perceraian. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari KHI dan penelitian 

terdahulu yang digunakan untuk memperkuat analisis. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif  yaitu memaparkan secara jelas tentang “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Istilah Qabla Al-

Dukhu>l Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara Perceraian”. Kemudian data yang 

terkumpul dianalisis oleh peneliti menggunakan pola pikir deduktif.  

 Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran hakim 

Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI 

adalah apabila selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah terjadi hubungan suami 

istri (al-dukhu>l). Kriteria al dukhu>l yang dimaksud adalah hubungan suami istri 

yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), yaitu masuknya alat kelamin laki-laki 

ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) secara sempurna. Dalam hukum Islam 

terdapat dua jenis hubungan suami istri yaitu hubungan suami istri yang 

sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>) dan hubungan suami istri secara hukum (al-

dukhu>l al-hukmi>). Konsep al-dukhu>l yang digunakan dalam masalah perceraian 

yaitu konsep al dukhu>l al-haqi>qi>. Imam Syafi‟i dalam qaul jadi>dnya dan qaul 

qodimnya mengatakan bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan iddah adalah 

hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>). Apabila suami 

menjatuhkan talak kepada istrinya setelah berkhalwat (al-dukhu>l al-hukmi>) tetapi 

alat kelamin laki-laki belum masuk kedalam alat kelamin perempuan maka talak 

tersebut merupakan talak qobla al-dukhu>l. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka 

saran yang dapat diberikan ialah kepada mahasiswa/i khususnya yang mempelajari 

hukum Islam, hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum Islam sesuai dengan 

perkembangan zaman, dan kepada pasangan suami istri sebaiknya memahami 

konsep hubungan suami istri yang berakibat hukum ketika terjadi perceraian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan makhluknya di bumi secara berjodoh-jodoh 

atau berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh 

manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan 

perempuan sehingga terbentuk suatu rumah tangga.
1
 

 Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat 

teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat 

sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang 

lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan 

jasmani dan rohani. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitsa>qon ghali>zha>n untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 

 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang saki>nah, mawaddah, dan rahmah.
3
 Perkawinan merupakan suatu 

aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan 

                                                           
1
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 7. 

2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 28. 

3
Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 28. 
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tertentu. Perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa 

saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga 

yang penuh ketenangan.
4
 

 Namun, sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut tidak 

selamanya tercapai. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

hubungan suami istri menjadi renggang dan berakhir pada suatu perceraian. 

Selain talak yang dijatuhkan oleh suami, ikatan perkawinan juga akan terputus 

apabila salah satu atau kedua pasangan meninggal dunia. Begitu pula apabila 

terdapat putusan dari Pengadilan Agama juga dapat menyebabkan ikatan 

perkawinan menjadi putus.
5
 

 Dalam rangka menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, maka 

setiap perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 

(1).
6
 Disamping itu dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang sebagian pasalnya dirubah menjadi UU RI No. 

3 Tahun 2006 khususnya pasal 49 dijelaskan bahwa salah satu kewenanagan 

Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.
7
 

                                                           
4
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), 15. 
5
Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 35. 

6
UU Perkawinan, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 14. 

7
UU No. 7 Thun 1989 diubah dengan UU Ri No. 3 Thun 2006, Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), 18. 
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 Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk 

memberikan putusan dalam persidangan di Pengadilan guna menyelesaikan 

suatu perkara atau sengketa para pihak harus bisa memberikan putusan yang 

adil pada sebuah perkara atau kepada para pihak yang bersengketa tersebut.
8
 

 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 

dalam pasal 20 menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum.
9
 

 Dalam sebuah perkara pemutusan perkawinan atau perceraian dengan 

melalui lembaga perceraian atau Pengadilan Agama tentu akan menimbulkan 

akibat hukum diantara suami istri yang bercerai . Akibat hukum tersebut 

antara lain berkaitan dengan hak-hak bagi masing-masing pihak mantan suami 

istri dan kewajiban atas masing-masing pihak mantan suami istri pula. Hak 

bagi istri antara lain mendapat mut‟ah, nafkah madi>yah, nafkah iddah, dan 

hada>nah. Dengan adanya hak-hak yang wajib diterima oleh istri yang 

dicerai tersebut, maka menjadi kewajiban bagi suami yang menceraikan untuk 

memenuhi kewajibannya dan begitu pula sebaliknya. 

 Perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Perceraian 

karena talak atau disebut juga cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh 

                                                           
8
Ahmad Mujahidin, Pembaharun Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

226. 
9
 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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suami terhadap istrinya karena adanya alasan-alasan perceraian. Sedangkan 

perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada 

suami karena adanya alasan-alasan perceraian.
10

 

 Dalam Islam juga telah diatur bahwa bila perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami masih wajib memberi nafkah kepada bekas istri 

selama masa iddah. Hal ini tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pasal 149 yang berbunyi. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka 

bekas suami wajib : 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhu>l. 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyu>z dan 

dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qabla al-dukhu>l. 

d. Memberikan biaya hada>nah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun.
11

 

  Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa walaupun telah terjadi perceraian 

dalam hal ini suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap bekas istrinya 

untuk memberikan mut‟ah kecuali bekas istri qabla al-dukhu>l. Qabla al-

                                                           
10

Abdullah Tri wahyuni, Peradilan Agama di Indonesia, (Karang anyar: Pustaka Pelajar, 2004), 107. 
11

Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 44. 
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dukhu>l dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan 

istri belum pernah melakukan hubungan intim. Tetapi dalam pasal tersebut, 

KHI menggunakan istilah qabla al-dukhu>l dan ba‟da al-dukhu>l tanpa 

menjelaskan bagaimana kriteria al-dukhu>l yang dimaksud sehingga 

kembali pada pendapat-pendapat ulama fiqih. Para ulama berbeda pendapat 

mengenai bentuk hubungan suami istri yang seperti apa yang berimplikasi 

mewajibkan mut‟ah dan mahar bagi suami dan iddah bagi istri. 

Para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan 

suami istri (al-dukhu>l) dan sebelum bersunyi (khalwat), tidak wajib 

iddah.
12

  Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban iddah bagi 

wanita yang ditalak setelah bersunyi (khalwat) dalam perkawinan yang 

sah.
13

  

Ulama Syafi‟iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa kewajiban iddah 

hanya bagi wanita yang ditalak ba‟da al-dukhu>l, sedangakan bersunyi 

(khalwat) belum mempunyai akibat hukum iddah. Alasan ulama yang 

berpendapat bahwa bersunyian (khalwat) dalam pernikahan yang sah 

mewajibkan iddah adalah hadis yang diriwayatkan dari Khulafaur 

Rashidi>n bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu telah 

                                                           
12

Jawad Mugniyyah, Al-Fiqh „Ala Mudhahib al-Khamsah, (Beirut: Dar al-Khutub  al-Ilmiyah, 2001), 

464. 
13

Wahbah az-Zuhayliy, Fiqih al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 7, (Syiria: Dar al-Fikr, 1985), 595. 
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wajib mahar dan telah wajib iddah.
14

 Begitu juga ulama‟ Malikiyah dan 

Hanabilah. Ibnu Qudamah membela pendapat ini, bahwa hal tersebut 

merupakan ijma‟ para sahabat.
15

 Bagi yang berpendapat bersunyi (khalwat) 

tidak mewajibkan adanya iddah, karena meyakini bahwa iddah bertujuan 

membersihkan rahim dari bibit mantan suami. 

Berdasarkan penjelasan di atas bagi wanita yang ditalak qabla al-

dukhu>l tidak ada iddah bagi mereka dan juga menggugurkan kewajiban 

memberi mahar bagi suami. Adapun yang menjadi pokok 

permasalahannya, dalam beberapa kasus putusan hakim berbeda-beda 

dalam memutus perkara perceraian qabla al-dukhu>l. 

  Salah satu dari kasus perceraian qabla al-dukhu>l adalah Putusan 

Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg. 

berdasarkan amar putusannya, majlis hakim menetapkan bahwa suami istri 

tersebut dianggap telah melakukan hubungan intim, walaupun dalam 

kenyataanya suami istri tersebut menurut pengakuannya belum melakukan 

hubungan intim selama masa perkawinannya. Hal ini diasumsikan oleh 

majlis hakim karena suami istri tersebut telah tinggal dalam satu rumah 

selama 2 (dua) minggu, sehingga dalam pandangan hakim, suami istri 

tersebut telah dinyatakan melakukan hubungan intim (ba‟da al-dukhu>l). 

                                                           
14

Al-Imam al-Nawawi, al-Majmu‟ Sharh al-Muhadhdhab, Juz 18, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010), 374. 
15

Abdul Majid Khon, Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, terjemahan al-Usrah wa 

Ahkamuha fi al-Tashri al-Islami (Jakarta: Amzah), 322. 
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  Selanjutnya, Putusan Pengadilan Agama Kudus 

NO.535/Pdt.G/2007/Pa.Kds yang mana kasus tersebut adalah cerai talak 

dengan alasan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. 

Dengan adanya permohonan cerai talak, maka termohon atau istri 

menyampaikan jawaban yang disertai gugatan rekonpensi (gugat balik) 

yang isinya meminta mut‟ah nafkah madi>yah, dan iddah. Apabila suami 

tidak bersedia memberikan yang telah disampaikan, maka istri menolak 

semua gugatan suami. Namun permintaan tersebut ditolak oleh pemohon 

karena permohonan tersebut dianggap tidak beralasan dan tidak 

berdasarkan hukum karena selama perkawinan berlangsung antara suami 

dan istri belum pernah melakukan hubungan intim (qabla al-dukhu>l). 

Maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan 

nafkah mut‟ah. Walaupun perceraian yang terjadi adalah qabla al-dukhu>l, 

namun dalam putusan hakim diputuskan untuk mengabulkan gugat 

rekonpensi dari istri dengan mewajibkan kepada suami untuk memberikan 

mut‟ah kepada istri.  

Landasan atau dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam 

putusan NO.535/Pdt.G/2007/Pa.Kds tentang pemberian nafkah mut‟ah 

kepad istri qabla al-dukhu>l  adalah berdasarkan Al-Qur‟an surah Al-

Baqa>rah ayat 241 yang didalamnya menerangkan tentang kewajiban 

seorang suami terhadap istri yang akan diceraikan untuk memberikan 
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nafkah mut‟ah sebelum perceraian itu benar-benar terjadi. Dan mengenai 

pasal 149 KHI yang menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut‟ah kepada bekas 

istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qabla al-

dukhu>l”. Hakim berpendapat bahwa kata “kecuali bekas istri qabla al-

dukhu>l” bukan berarti sebuah larangan untuk memberikan mut‟ah kepada 

istri yang bercerai dalam keadaan qabla al-dukhu>l. Namun keterangan 

tersebut berarti mut‟ah itu boleh diberikan boleh juga tidak ketika istri itu 

dicerai dalam keadaan qabla al-dukhu>l.    

Dalam beberapa kasus di atas, putusan hakim berbeda-beda dalam 

memutus perkara perceraian qabla al-dukhu>l. Dalam  hal tersebut, 

otomatis terdapat perbedaan hakim dalam menafsirkan istilah qabla al-

dukhu>l pada pasal 149 KHI sehingga menghasilkan akibat hukum yang 

berbeda bagi suami istri yang bercerai qabla al-dukhu>l. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya 

Tentang Istilah Qabla Al-Dukhu>l Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara 

Perceraian”. Untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, peneliti akan 

melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan 

untuk menjawab permasalahan tersebut. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Istilah qabla al-dukhu>l tidak dijelaskan secara rinci dalam KHI. 

2. deskripsi kriteria qabla al-dukhu>l menurut para ulama fiqih. 

3. Perbedaan penafsiran Hakim mengenai istilah qabla al-dukhu>l dalam 

pasal 149 KHI. 

4. Perbedaan Hakim dalam menafsirkan istilah qabla al-dukhu>l membuat 

pertimbangan hakim juga berbeda dalam memutus perkara. 

5. implikasi-implikasi perceraian qabla al-dukhu>l 

6. penafsiran Hakim pengadilan Agama Surabaya tentang istilah Qabla al-

dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. 

7. Analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim pengadilan Agama 

Surabaya tentang istilah Qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam 

perkara perceraian. 

 

C. Batasan Masalah 

 Karena keterbatasan waktu, tempat, energi dan biaya, maka penulis 

memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi 

dalam konteks permasalahan sebagai berikut: 
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1. Penafsiran Hakim  Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah Qabla al-

dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. 

2. Analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim pengadilan Agama 

Surabaya tentang istilah Qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam 

perkara perceraian. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penafsiran Hakim  Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah 

Qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian? 

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim pengadilan 

Agama Surabaya tentang istilah Qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI 

dalam perkara perceraian? 

 

E. Kajian Pustaka 

Penulis melakukan review terdahulu sebelum menentukan judul 

proposal, dalam review terdahulu, Penulis meringkas skripsi yang ada 

kaitannya dengan perceraian qabla al-dukhu>l. Diantaranya adalah: 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati Salsabila 

(C71214093) mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak 

Bayi Tabung Dari Suami Impoten”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

ketentuan iddah istri dicerai yang memperoleh anak dari proses inseminasi 

buatan (bayi tabung) karena suami impoten. Dalam menjalankan program 

bayi tabung salah satu cara yang digunakan ialah memasukkan embrio 

kedalam rahim istri, masuknya sperma yang berupa embrio tersebut sudah 

termasuk ba‟da al-dukhu>l sehingga wajib bagi istri untuk menjalankan 

iddah. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Rachmawati Salsabila 

dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang 

perceraian qabla al-dukhu>l. perbedaannya yaitu dalam penelitian yang 

dilakukan Rachmawati Salsabila lebih terfokus membahas tentang masa iddah 

istri yang dicerai oleh suaminya yang impoten namun mereka memiliki anak 

dari hasil inseminasi (bayi tabung). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis 

memfokuskan pada penafsiran Hakim tentang istilah qabla al-dukhu>l pada 

pasal 149 KHI dalam perkara perceraian yang kemudian dianalisis 

menggunakan Hukum Islam. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rika N Fajriani (052111182) 

mahasiswi IAIN Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut‟ah Kepada Istri Qabla al-

Dukhu>l (Analisis Putusan Pengadilan Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds)”. 
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Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan majelis hakim 

Pengadilan Agama Kudus dalam memutus pemberian nafkah mut‟ah terhadap 

istri qabla al-dukhu>l serta menganalisis putusan Pengadilan agama Kudus 

No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds atas pemberian mut‟ah terhadap istri qabla al-

dukhu>l berdasarkan hukum formil dan hukum materiil. Persamaan antara 

penelitian yang dilakukan Rika N Fajriani dengan penelitian yang penulis kaji 

yaitu sama-sama membahas tentang perceraian qabla al-dukhu>l. 

Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan Rika N Fajriani lebih 

terfokus membahas tentang pertimbangan Hakim dalam pemberian mut‟ah 

terhadap istri yang dicerai qabla al-dukhu>l yang kemudian dianalisis 

menggunakan hukum formil dan hukum materiil. Sedangkan dalam penelitian 

ini, penulis memfokuskan pada penafsiran Hakim tentang istilah qabla al-

dukhul pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian yang kemudian 

dianalisis menggunakan Hukum Islam. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ismun Andi Wahyuni 

(1420123003), Universitas Andalas Padang, dengan skripsi yang berjudul 

“Proses Perceraian Antara Suami Istri Qabla Al-Dukhu>l (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg)”. 

Skripsi ini menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadi perceraian antara 

suami istri qabla al-dukhu>l serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan 

kasus perceraian antara suami istri qabla al-dukhu>l, dan akibat hukum dari 

perceraian suami istri qabla al-dukhu>l berdasarkan putusan Pengadilan 
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Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg. Persamaan antara 

penelitian yang dilakukan Ismun Andi Wahyuni dengan penelitian yang 

penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang perceraian qabla al-dukhu>l. 

Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan Ismun Andi Wahyuni 

lebih terfokus membahas tentang proses perceraian qabla al-dukhu>l dalam 

persidangan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada 

penafsiran Hakim tentang istilah qabla al-dukhu>l dalam pasal 149 KHI yang 

kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam. 

Berdasarkan kajian pustaka terhadap karya-karya diatas, maka sejauh 

pengetahuan penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu 

karena belum ada yang pernah meneliti topik yang penulis angkat. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang 

istilah Qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. 

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim 

pengadilan Agama Surabaya tentang istilah Qabla al-dukhu>l pada pasal 

149 KHI dalam perkara perceraian. 
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G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, Penulis berharap agar 

dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoristis dan praktis. 

1. Manfaat teoristis  

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat 

digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

 secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kemajuan 

pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perceraian Islam, 

serta bermanfaat bagi masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama. 

 

H. Definisi Operasional 

 Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang 

permasalahan yang terkandung dalam konsep penulisan ini, maka perlu 

dijelaskan makna yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga secara 

operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang 

menyangkut hal-hal yang dibahas dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya 

Tentang Istilah Qabla Al-Dukhu>l Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara 

perceraian”. 
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1. Hukum Islam: Segala aturan yang bersumber dari al-Qur‟a>n, as-Sunnah, 

dan hasil daya upaya fuqa>ha‟ dalam menetapkan syari‟at Islam (fiqih) 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.
16

 Adapun Hukum Islam 

yang digunakan oleh penulis adalah fiqih munakahat empat imam madzhab 

(Imam Syafi‟i>, Imam Maliki>, Imam Hambali>, dan Imam Hanafi>) yang 

lebih dikhususkan dalam masalah qabla al-dukhu>l. 

2. Qabla al-dukhu>l: perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad 

nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum berhubungan 

badan sebagai suami istri. Yang dimaksud qabla al-dukhu>l disini adalah 

istilah qabla al-dukhu>l dalam pasal 149 KHI.  

 

I. Metode Penelitian  

 Guna lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan 

data serta agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk 

menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penulis akan 

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan penelitian ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

                                                           
16

Hasbi Assidiqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 2. 
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satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.
17

 

 Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan atau empiris 

yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu 

sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini 

menekankan pada analisis empiris kualitatif. Pada penelitian ini, penulis 

meneliti tentang penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang 

istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian 

yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam. 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

 Sumber primer adalah sumber data yang bersifat utama dan 

penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi 

yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Yaitu data yang 

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang 

pernah memeriksa dan memutus perkara perceraian qabla al-dukhu>l. 

b. Sumber sekunder  

 Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kompilas Hukum Islam serta karya ilmiah yang mengkaji tentang 

perceraian qabla al-dukhul. 

                                                           
17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h.43. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat ditempat penelitian, 

penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) 

 Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan 

pengumpulan data), dalam pengumpulan data mengajukan suatu 

pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada Hakim 

Pengadilan Agama Surabaya yang pernah memeriksa dan memutus 

perkara perceraian qabla al-dukhu>l. Diantaranya yaitu: Dr. H. 

Suhadak, S.H., M.H., Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Drs. 

Nandang Nurdin, S.H., M.H. 

b. Dokumentasi 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 KHI. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana 

data yang diperoleh dari hasil wawancara hakim Pengadilan Agama 

Surabaya tentang istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam 
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perkara perceraian, kemudian penulis menganalisis menggunakan metode 

deduktif, yaitu suatu penjelasan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta 

kongkrit. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, 

penulis membagi menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu 

dengan bab lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub 

bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam 

skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 Bab Pertama berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis 

mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penulisan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Dalam bab Kedua landasan teori, yang berisi tentang perceraian qabla 

al-dukhu>l dalam tinjauan hukum Islam. Yang terdiri atas: Pengertian dan 

dasar hukum talak, alasan-alasan perceraian (talak), dan macam-macam talak. 

Selanjutnya menjelaskan tentang perceraian qabla al-dukhu>l yang terdiri 

atas: Pengertian, dasar hukum al-dukhu>l, konsep al-dukhu>l dalam hukum 
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Islam, iddah cerai istri qabla al-dukhu>l, dan hukum pemberian istri qabla al-

dukhu>l. 

 Kemudian dalam bab Ketiga, memaparkan tentang penafsiran Hakim 

Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 

KHI dalam perkara perceraian. Pada bab ketiga ini terdiri dari dua sub bab, 

yang pertama, mendeskripsikan Pengadilan Agama Surabaya . Kemudian 

yang kedua, memaparkan penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya 

tentang istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara 

perceraian. 

 Pada bab Keempat, menjelaskan tentang analisis data, yakni analisis 

Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya 

tentang istilah Qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara 

perceraian. Setelah pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, 

maka pada bab ini dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap 

dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. 

 Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian. 
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BAB II 

PERCERAIAN QABLA AL-DUKHU>L DALAM TINJAUAN 

HUKUM  ISLAM 

 

A. Perceraian (Talak) Dalam Tinjauan Hukum Islam 

1. Pengertian, dan Dasar Hukum Talak  

Talak berasal dari kata al-itla>q, yakni melepaskan (al-irsa>l) 

atau meninggalkan (al-tark).
18

 Menurut bahasa talak bermakna 

melepaskan atau meninggalkan ikatan.
19

 

Dalam hukum Islam talak berarti mengakhiri hubungan 

perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan.
20

 Menurut Hanafi>yah 

talak adalah rusaknya perkawinan. Menurut Syafi‟i>yah talak adalah 

lepasnya ikatan perkawinan dengan redaksi talak.
21

 Maliki>yah 

mengartikan hilangnya ikatan,
22

 dan Hanabilah mengartikan hilangnya 

ikatan perkawinan dengan kata talak atau yang sepadan dengannya.
23

 Jadi 

sederhananya talak dapat diartikan melepaskan akad nikah dengan redaksi 

                                                           
18

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz I, (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 278. 
19

„Abd al-„Aziz Muhammad „Azzam, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, Terjemah al-

„Usrah wa „Ahkamuha fi al-Tashri‟ al-Islami, Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), 255. 
20

Sayyid sabiq, Fiqh….., Juz I, 278. 
21

Abu‟ Ishak al-Fairuzabadi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‟I, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-„Ilmiyyah, 2010), 111. 
22

Ahmad A-Ghundur, at-Talaq fi al-Shar‟ah al-Islamiyah wa al-Qanun, (Mesir: Dar al-Ma‟arif, 1387 

M – 1967 H), 33. 
23

Ibid., 32. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

22 
 

talak atau yang sepadannya.
24

 Talak sendiri pada dasarnya sudah dikenal 

pada masa jahili>yah.
25

 

Dasar hukum disyariatkannya talak terdapat dalam al-Qur‟an, al-

Sunnah dan juga ijma‟. Didalam al-Qur‟an dasar hukum talak adalah 

firman Allah SWT pada surat al-Baqa>rah (2) ayat 229:
26

 

  ۗ ۗ   فإَِمْسَاك   بِعَْرُوف   أوَْ  تَسْريِح   بِِِحْسَان     الطَّلََقُ  مَ رَّتََنِ  

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma‟ruf atau menceraiakan dengan cara 

yang baik”.
27

 

 

Begitu juga dijelaskan pada surat al-Talaq (65) ayat 1:
28

 

  ۗ ةَ    يَ  أيَ يهَا النَّبِي  إِذَا طلََّقْتُمُ  النِّسَاءَ  فَطلَِّقُوىُنَّ  لِعِدَّتِِِنَّ  وَأَحْصُوا الْعِدَّ

Artinya: „hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar).
29

 

 

                                                           
24

Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, al-Iqna‟ ; fi Halli Alfaz Abi Shuja‟, 

Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1427 H – 2007 M), 287. 
25

Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala al-Madhahib al-Arba‟ah, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-„ilmiyah, 1410 H – 1990 M), 248. 
26

Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa “Adillatuhu, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 344. 
27

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 55. 
28

Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh….., Juz VII, 344. 
29

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an….., 945. 
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2. Alasan-Alasan Perceraian (Talak) 

Para ulama tidak menyebutkan secara sistematis alasan-alasan apa 

saja yang bisa menyebabkan perceraian terjadi. Tapi alasan-alasan 

tersebut dapat didapati dan dipahami dari pendapat-pendapat mereka 

tentang hukum melakukan talak, karena didalam kategori-kategori hukum 

menjatuhkan talak para ulama pastinya menyebutkan alasan-alasannya. 

Para ulama membagi talak ke dalam beberapa hukum dilihat dari 

alasan-alasan yang digunakan, ada kalanya dihukumi wajib, haram, 

makruh, sunnah dan boleh.
30

 Maliki>yah, Syafi‟i>yah dan Hanabilah 

menyatakan bahwa talak pada dasarnya dihukumi boleh. Namun, 

memiliki kemungkinan empat hukum, yakni haram, makruh, wajib, dan 

sunnah.
31

 Hukum talak bisa saja menjadi sunnah apabila terdapat 

mada>rat. Juga bisa wajib dan haram.
32

 Hanafi>yah berpendapat bahwa 

menjatuhkan talak hukumnya boleh karena kemutlakan ayat-ayat tentang 

talak sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Tala>q ayat 1 dan 

pada surat al-Baqara>h ayat 236.
33

 

Adapun hukumnya menjadi haram jika dilakukan tanpa ada 

kebutuhan, karena tidak menghasilkan sebuah maslahah bagi kedua 

                                                           
30

Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh….., 263. 
31

Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh….., Juz VII, 349 
32

Ibid. 
33

Ibid. 
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pasangan kecuali jika dilakukan karena ada hajat.
34

 Seperti jika 

menjatuhkan talak pada istri dalam keadaan pergaulan suami istri rukun 

dan damai, Imam Malik dan Imam Ahmad menghukumi makruh, namun 

Abu Hani>fah menghukumi haram talak dalam kondisi tersebut.
35

 

Hukumnya makruh jika dilaksanakan ketika rumah tangga dalam keadaan 

normal.
36

 Hukumnya wajib bilamana terjadi pertengkaran yang terus-

menerus antara suami istri, dan pihak ketiga yang menjadi juru damai 

sudah memutuskan untuk menceraikan. Salah satu penybab hukum wajib 

menceraikan istri adalah ketika seorang suami tiak mampu memenuhi 

hak-hak istri.
37

 Hukumnya sunnah ketika istri menyepelekan (tidak mau 

melaksanakan) tugasnya.
38

  

3. Macam-Macam Perceraian (Talak) 

a. Berdasarkan waktu dijatuhkannya talak 

Ditinjau berdasarkan waktu dijatuhkannya talak, maka talak 

terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Talak sunni 

Talak sunni adalah talak yang oleh ketentuan hukum Islam 

atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, diizinkan untuk 

                                                           
34

Sayyid Sabiq, Juz II, 279. 
35

Hasbi al-Siddiqi, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 267. 
36

Mustafa bin al-„Udwa, Ahkam al-Talaq fi al-Shari‟ah al-Islamiyyah, (Kairo: Maktabah Ibn 

Taymiyyah, 1409 H – 1988 M), 13. 
37

Abd Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab….., Juz IV, 261. 
38

Mustafa bin al-„Udwa, Ahkam al-Talaq….., 13 
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dijatuhkan pada saat itu.
39

 Yang termasuk kriteria talak sunni ialah 

istri yang ditalak sudah pernah digauli, talak dijatuhkan ketika istri 

dalam keadaan suci, dan suami tidak pernah menggauli istri selama 

masa suci dimana talak itu dijatuhkan.
40

  

Para ulama sepakat bahwa suami yang menjatuhkan talak 

sunni terhadap istrinya ialah apabila ia menjatuhkan satu talak 

ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli.
41

  

2) Talak bid‟i 

Talak bid‟i merupakan talak yang oleh ketentuan hukum Islam 

atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dilarang untuk 

dijatuhkan pada saat itu.
42

 Yang termasuk dalam talak bid‟i adalah 

suami yang menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau 

dalam keadaan suci tapi sudah digauli.
43

 

3) Talak la> sunni wa la> bid‟i 

Talak la> sunni wa la> bid‟i adalah talak yang tidak termasuk 

talak sunni dan talak bid‟i, yaitu termasuk talak yang dijatuhkan 

terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan 

                                                           
39

Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh….., Juz VII, 407. 
40

Abd. Rahman Ghazaliy, Fikih Munakahat, 193-194. 
41

Wahbah Az-zuhayli, al-Fiqh….., Juz VII, 407. 
42

Wahbah Az-zuhayli, al-Fiqh….., Juz VII, 349 
43

Ibnu Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, 

Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 482. 
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terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas 

haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
44

 

b. Berdasarkan boleh tidaknya dirujuk kembali 

Secara garis besar berdasarkan boleh tidaknya dirujuk kembali 

talak dibagi menjadi dua macam, yakni: 

1. Talak raj‟i 

Talak raj‟i adalah talak yang mana setelah terjadi talak, suami 

memiliki kuasa untuk rujuk kembali pada istri yang ditalak tanpa 

memerlukan akad baru selama istri masih dalam masa iddah. Talak 

raj‟i terdapat dalam talak pertama dan kedua ketika rujuk dilakukan 

sebelum habis masa iddah. Maka, jika masa iddah sudah habis, 

talak tersebut beralih menjadi talak ba‟i>n, sehingga suami tidak 

punya kuasa merujuk istri yang ditalak kecuali dengan akad yang 

baru.
45

 

2. Talak ba‟i>n 

Talak ba‟i>n adalah talak yang tidak ada hak rujuk bagi suami 

dama masa iddah, yakni talak ketiga baik dengan cara dikumpulkan 

atau terpisah, dan atau talak terhadap istri yang belum disetubuhi.
46

 

Talak ba‟i>n dibagi menjadi dua, yakni: 

a) Talak ba‟i>n sughra> 
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Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 193-194. 
45

Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh….., Juz VII. 413 
46

Sayyid Sabiq, Fiqh….., Juz II, 305. 
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Talak ba‟i>n sughra>  adalah talak yang dijatuhkan 

sebelum terjadi persetubuhan yang sebenarnya (al-dukhu>l al-

haq>iq>i), atau talak dengan tebusan. Talak ba‟i>n sughra> 

berimplikasi putusnya hubungan suami istri sehingga antara 

mereka sudah tidak ada hubungan hukum, jika salah satunya 

meninggal dalam masa iddah, maka tidak dapat saling 

mewarisi.
47

  

b) Talak ba‟in kubra  

Talak ba‟in kubra adalah talak yang terjadi ketiga 

kalinya, yang menyebabkan istri yang ditalak menjadi wanita 

yang diharamkan untuk dinikahi selama belum melakukan 

perkawinan yang sah dengan orang lain dan telah melakukan 

hubungan suami istri, kemudian orang tersebut mentalaknya dan 

telah habis masa iddah.
48

 Ini berdasarkan firman Allah SWT, 

pada surat al-Baqa>ra>h (2) ayat 230 yang berbunyi:
49

 

نْ   إِ ۗ   فَ رَهُ    ْ ي ا غَ حَ  زَوْجً كِ نْ ى  تَ  دُ  حَتَّّ عْ نْ  بَ  وُ  مِ لََ  تََِلي  لَ ا فَ هَ لَّقَ نْ  طَ إِ فَ
ا  يمَ قِ نْ  يُ نَّا أَ نْ  ظَ ا إِ عَ رَاجَ تَ   َ نْ  ي ا أَ مَ هِ يْ لَ احَ  عَ نَ لََ  جُ ا فَ هَ لَّقَ طَ

مُ ونَ  لَ عْ  َ وْم   ي قَ ا لِ هَ  ُ يِّن  َ ب  ُ ودُ  اللَِّّ  ي دُ كَ  حُ لْ ۗ   وَتِ ودَ  اللَِّّ   دُ  حُ

Artinya: “ kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 

yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal 
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„Abd al-Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Shari‟ah al-Islamiyyah, (Kuwait: Dar 

al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzi, 1410 H – 1990 M), 146. 
48

„Abd al-Wahab Khalaf, Ahkam….., 146. 
49

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Masykur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), 453. 
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baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, 

kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 

maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah”.
50

 Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui. 

 

a. Berdasarkan pernah tidaknya berhubungan suami istri dalam 

perkawinan 

Talak dilihat dari pernah tidaknya melakukan hubungan suami 

istri dalam perkawinan terbagi menjadi dua yakni talak setelah terjadi 

hubungan suami istri (ba‟da al-dukhu>l) dan talak sebelum terjadinya 

hubungan suami istri (qabla al-dukhu>l).  

1) Talak sebelum terjadi hubungan suami istri (qabla al-dukhu>l) 

Bagi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, belum 

pernah terjadi wathi‟ (senggama), tidak mempunyai kewajiban 

menjalani masa iddah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus 

perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan 

laki-laki lain.
51

 

2) Talak setelah terjadi hubungan suami istri (ba‟da al-dukhu>l) 

Istri yang sudah pernah disetubuhi adakalanya masih bisa haid 

dan ada yang sudah tidak haid lagi atau memasuki masa 

menopouse. Jika wanita masih bisa haid, „iddahnya tiga kali 
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Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya....., 36 
51

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 479 
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quru>‟, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqa>ra>h ayat 

228; 

   ۗ  وَالْمُطلََّقَاتُ  يَ تَ رَبَّصْنَ  بِِنَْ فُسِهِنَّ  ثَلََثةََ  قُ رُوء   

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah 

menahan diri (menunggu) tiga kali quru>‟”.
52

  

 

Dengan demikian, perempuan yang dicerai sebelum melakukan 

hubungan suami istri (qabla al-dukhu>l), diperbolehkan melakukan 

akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Dan 

sebaliknya, istri yang sudah digauli, baginya berlaku iddah.
53

 

 

B. Perceraian Qabla al-Dukhu>l 

1. Pengertian dan Dasar Hukum al-Dukhu>l 

Secara bahasa al-dukhu>l berarti masuk, bentuk masdar dari kata 

dakhala – yadkhulu – dukhu>lan.
54

 Kata al-dukhu>l ketika dihubungkan 

dengan masalah hukum keluarga mempunyai arti al-wat‟u yang 

mempunyai arti bersetubuh.
55

 Semakna dengan arti al-wat‟u, dalam 

istilah fikih bersetubuh sering pula diistilahkan dengan al-jima‟.
56
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Ibid 
53

Abd Moqsith Ghazali, Iddah dan Ihdad 
54

Mamud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 126. 
55

Wizarat al-Auqaf wa al-Shu‟un al-Islamiyah, al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah, Juz 20, (Kuwait, 2007), 246 
56

Mahmud Yunus, Kamus Arab…., 91. 
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Dasar hukum hubungan seks suami istri (al-dukhu>l) secara 

umum didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat al-Baqa>ra>h (2) 

ayat 223: 

ۗ   وَات َّقُوا اللََّّ  وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ   ۗ   وَقَدِّمُوا لِِنَْ فُسِكُمْ   تُمْ    نِسَاؤكُُمْ  حَرْث   لَكُمْ  فأَْتوُا حَرْثَكُمْ  أَنَّّى  شِئ ْ

رِ  الْمُؤْمِنِيَ  ۗ   وَبَشِّ  مُلََقُوهُ  

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 

tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu 

bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlan (amal yang 

baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah 

kabar gembira orang-orang yang beriman.
57

 

 

Islam mengkonsepsikan bahwa hubungan seksual antara suami 

istri dapat dilakukan dengan cara apapun asalkan pada tempat yang 

ditentukan (farj). Disini Islam membolehkan suami menggauli istrinya 

dengan cara duduk, maupun berbaring, dari depan atau belakang asalkan 

semua itu tidak dilakukan melalui dubur istrinya.
58

 Mengenai boleh 

tidaknya persetubuhan melalui dubur istri, hal ini terdapat perbedaan 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 54. 
58

Rahmad Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas, 

(Yogyakarta: Media Presindo, 1999),132. 
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pendapat para ulama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan hadis dalam masalah ini.
59

 

Perangsangan organ seks sendiri (masturbasi) sampai 

mengeluarkan mani atau orgasme pada dasarnya tidak diizinkan. Namun, 

dalam hal orang yang telah menikah, tidak ada masalah bagi si istri 

merangsang penis (dhakar) suaminya sampai keluar mani atau bila suami 

merangsang vagina (farj) istrinya hingga orgasme. Hal ini diizinkan 

karena tidak termasuk kategori merangsang diri sendiri, dan dilakukan 

oleh pasangan yang sah. Al-Qur‟an dengan tegas menjelaskan pada surat 

al-Mu‟minu>n (23) ayat 5-6: 

رُ  مَلُومِيَ   وَالَّذِينَ  ىُمْ  لِفُرُوجِهِمْ  حَافِظوُنَ  إِلَّّ  عَلَىى  أزَْوَاجِهِمْ  أوَْ  مَا مَلَكَتْ  أيَْْاَنُ هُمْ  فإَِن َّهُمْ  غَي ْ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali 

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, 

maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela”.
60

 

 

Perangsangan organ seks oleh pasangan yang sah sesungguhnya 

termasuk dalam definisi menjaga organ seks (kemaluannya), kecuali 

terhadap istri.
61
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Sayyid Muhammad Ridwi, Perkawinan dan Seks Dalam Islam, Terjemahan Marriage And Moral In 

Islam, M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 1996), 98. 
60
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61

Sayyid Muhammad Ridwi, Perkawinan….., 96-97. 
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2. Konsep Hubungan Suami Istri (al-Dukhu>l) Dalam Hukum Islam 

Konsep hubungan suami istri (al-dukhu>l) dalam hukum Islam 

nampaknya tidak selalu harus tercapai dalam arti sesunguhnya atau 

bahkan sampai sempurna, ketika dikaitkan dengan sudah berimplikasi 

hukum atau tidaknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama 

tentang bagaimana sebuah hubungan suami istri (al-dukhu>l) sudah dapat 

berimplikasi hukum walau hubungan tersebut belum memenuhi makna 

al-haqiqi dari hubungan suami istri (al-dukhul) itu sendiri. 

Seperti ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (al-

dukhu>l), yakni tenggelamnya kepala penis (khasha>fah) kedalam 

vagina (farj), meskipun belum ejakulasi (inza>l) baik melalui jalan 

belakang atau jalan depan, dari seorang laki-laki atau perempuan, 

terpaksa atau rela, orang yang tidur atau tersadar.
62

 Tenggelamnya kepala 

penis atau sebagiannya ke dalam anus (dubur) atau vagina (farj) tersebut 

menurut semua ulama mazhab sudah mewajibkan mandi janabah.
63

 

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa 

sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Ketika seorang laki-laki 

sudah duduk diantara kedua tangan dan kaki wanita, kemudian 
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Wahbah Az-Zuhayli yang dikutip dari skripsi Rachmawati Salsabila. 
63

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Masykur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), 30. 
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mengusahakannya (masuknya penis ke dalam vagina) maka sungguh 

telah wajib mandi atasnya, baik sudah ejakulasi atau belum”.
64

 

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang beberapa syarat ketika 

tidak dimasukkan, yakni sekedar penis (dhakar) saling bersentuhan 

dengan vagina (farj) belum sampai masuk, apakah sudah mewajibkan 

mandi atau tidak?.
65

 Imamiyah dan Syafi‟i> berpendapat bahwa sekalipun 

penis (dhakar) belum masuk atau sebagian saja yang masuk, maka ia 

cukup diwajibkan mandi. 

Begitu pula dalam perzinahan, Imam Syafi‟i> menyatakan bahwa 

sudah tidak menjadi perbedaan bagi seorangpun bahwa perbuatan zina 

sudah wajib dikenai hubungan rajam adalah yang sudah melakukan jima‟, 

walau belum sampai ejakulasi (inzal).
66

 Menurut kalangan ulama 

Hanafi>yah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki secara sadar terhadap perempuan disertai nafsu seksual dan 

diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah atau 

ikatan perkawinan syubhat.
67
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, yang dikutip dari skripsi Rachmawati Salsabila. 
65

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih….., 30. 
66

Ibid, 30. 
67

Neng Djubaedah, Perzinahan; Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari 

Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.  
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Konsep hubungan suami istri (al-dukhu>l) dalam masalah iddah. 

Abu Hanifah mengkonsepsikan perbuatan menyentuh atau meraba 

dengan tangan dan semacamnya itu sama halnya dengan al-dukhu>l.
68

  

Hal ini berarti bahwa menurut Abu Hanifah perbuatan menyentuh 

atau meraba dengan tangan sudah dianggap hubungan suami istri secara 

hukum (al-dukhu>l al-hukmi>) dengan adanya implikasi yang sama 

dengan terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya ( al-dukhu>l 

al-haqi>qi>). 

Begitu puga Imam Malik menyatakan bahwa setelah terjadinya 

bersunyi (khalwat) tersebut memberi akibat kuatnya tuduhan salah satu 

dari suami istri yang menuduh telah terjadinya bercampur. Ulama 

Hanabilah dalam kitab al-Mughni> mengatakan bahwa setiap perempuan 

yang dicerai oleh suaminya sebelum disentuh atau bersunyi (khalwat), 

maka tidak wajib iddah.
69

 

Sedangkan Imam al-Syafi‟i> berpendapat bahwa hubungan suami 

istri yang mewajibkan iddah dalam qaul jadi>dnya dan dalam qaul 

qadimnya berpendapat bahwa kewajiban menjalankan iddah bisa terjadi 

sebab hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>) 

yaitu kedua kelamin telah bertemu dan hubungan suami istri secara 

                                                           
68

Muhammad bin „Ali bin Muhammad bin „Ali bin „abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskifi, al-Durr al-

Mukhtar, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2002 M – 1423 H), 179. 
69

Al-Imam al-Nawawi, al-Majmu‟ Sharh al-Muhadhdhab, Juz XVII, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010, 372-

373. 
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hukum (al-dukhu>l al-hukmi>) yakni perbuatan saling menyentuh dan 

meraba dengan tangan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Abu 

Hani>fah.
70

 

Konsep al-dukhu>l al-haqi>qi> atau ba‟da al-dukhu>l menurut 

ulama Syafi‟i>yah tidak sebatas dimaknai al-wa‟u atau al-jima‟ melalui 

vagina (farj) saja, karena hubungan suami istri (al-dukhu>l) yang 

dilakukan jika mani sudah masuk, baik melalui jalan belakang (dubur) 

atau melalui vagina (farj) istri juga berimplkasi wajib iddah, walaupun 

sudah nyata bersih rahim istri.
71

  

Perbedaan tersebut karena kemutlakan firman Allah SWT dalam 

Al-Qur‟an surat al-Ahza>b (33) ayat 49 yang berbunyi: 

 يَ  أيَ يهَا الَّذِينَ  آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  الْمُؤْمِنَاتِ  ثَُّ  طلََّقْتُمُوىُنَّ  مِنْ  ق َ بْلِ  أَنْ  تََسَيوىُنَّ  فَمَا لَكُمْ  عَلَيْهِنَّ  

يلًَ  ۗ   فَمَتِّعُوىُنَّ  وَسَرّحُِوىُنَّ  سَراَحًا جََِ  مِنْ  عِدَّة   تَ عْتَديونَ هَا 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu 

menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada 

kewajiban baginya untuk ber‟iddah terhadapmu.
72

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa wanita yang 

ditalak sebelum berhubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l 
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Ibid, 372-374. 
71

Zakariya bn Muhammad, Minhaj al-tullab fi Fiqh al-Imam al-Syafi‟i, (Beirut: Dar Kutub al-„Ilmiyah, 

1997), 137. 
72

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an….., 675. 
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al-haqi>qi>) dan sebelum bersunyi (khalwat) atau dengan istilah lain 

hubungan suami istri menurut hukum (al-dukhu>l al-hukmi>), maka 

tidak wajib iddah.
73

 Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban 

iddah bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (khalwat) dalam 

perkawinan yang sah.
74

 

Bagi yang berpendapat bersunyi tidak mewajibkan iddah karena 

meyakini bahwa iddah bertujuan membersihkan rahim dari bibit mantan 

suami.
75

 Alasan ulama yang berpendapat bahwa bersunyi (khalwat) dalam 

perkawinan yang sah mewajibkan iddah adalah karena hal tersebut 

memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajban 

iddah sebagaimana tetapnya upah dalam hal memperoleh manfaat dalam 

akad sewa-menyewa.
76

 Sehingga jika suami istri sudah bersunyi atau 

bersentuh-sentuhan, kemudian istri tersebut hamil maka nasab bayi yang 

dikandung tersebut bisa dihubungkan pada suami yang telah bersunyi 

atau bersentuh-sentuhan.
77

 

Namun, ketika bersunyi atau bersentuh-sentuhan tersebut terdapat 

pencegah (mani‟) baik pencegah shari>‟ seperti pada saat berpuasa, 

menjalankan ihram, haid, nifas, atau pencegah haqi>qi> seperti lemah 

syahwat, maka tidak wajib iddah. Karena bersunyi memungkinkan 
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Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqh….., 464. 
74

Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh….., 595. 
75

Abu „Ishaq al-Fayruzabadi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‟i, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-„Ilmiyah, 2010), 118. 
76

Ibid. 118. 
77

Al-Imam al-Nawawi, al-Majmu‟ Sharh….., 374. 
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terjadinya bersentuhan dan persetubuhan, dan dengan adanya pencegah 

(mani‟) maka persangkaan tersebut tidak dapat dibenarkan.
78

  

Menurut mazhab Maliki mewajibkan iddah dengan khalwat 

setelah terjadinya perkawinan fasi>d, sebagaimana diwajibkan iddah 

ba‟da al-dukhu>l atau persetubuhan yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-

haqi>qi>), karena khalwat adalah tempat terjadinya persetubuhan. Hal 

tersebut didasarkan pada kesepakatan sahabat yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad dari Zararah bin Aufa bahwa Khulafa>‟ al-Rashi>di>n 

menetapkan bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu 

telah wajib mahar dan telah wajib iddah.
79

 Demikian juga ulama 

Maliki>yah dan Hanabi>lah. Ibnu qudamah membela pendapat ini, bahwa 

hal tersebut merupakan kesepakatan sahabat.
80

 Ketetapan tersebut sudah 

terkenal dan menjadi kesepakatan ijma‟.
81

 

Tetapi, al-dukhu>l yang digunakan dalam masalah talak dikaitkan 

dengan sifat dan jenisnya maka konsep al-dukhu>l yang digunakan 

adalah al-dukhu>l al-haqi>qi>. Talak pertama dan kedua termasuk talak 

raj‟>i apabila ketika dijatuhkan talak tersebut telah terjadi hubungan 

suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>). Dan jenis talak 
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Ibid.  
79

Ibid. 
80

„Abd al-„Aziz Muhammad „Azzam, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, Terjemah al-

„Usrah wa „Ahkamuha fi al-Tashri‟ al-Islami, Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), 322. 
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 Al-Imam al-Nawawi, al-Majmu‟ Sharh….., 374. 
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yang dijatuhkan setelah terjadinya khalwat yang sah (al-dukhu>l al-

hukmi>) adalah talak ba‟i>n.
82

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika membahas 

tentang hubungan suami istri yang dapat berimplikasi hukum dalam 

hukum Islam terdapat dua jenis hubungan suami istri, yakni pertama, 

hubungan suami istri yang secara hukum (al-dukhu>l al-hukmi), yakni 

hubungan suami istri yan sudah dianggap mempunyai implikasi hukum 

sama dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-

haqi>qi>), meskipun penis (dhakar) belum masuk kedalam vagina (farj). 

Kedua, hubungan suami istri yang sebenarnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), 

yakni masuknya penis kedalam vagina (farj).
83

 

 

3. Iddah Cerai Istri Qabla al-Dukhu>l 

Iddah menurut Madzhab Hanafi>yah terdapat dua pemahaman. 

Pertama, iddah merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan 

segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, iddah merupakan masa 

menunggu yang secara umum dilakukan oleh seseorang wanita setelah 

perkawinannya berakhir, baik pernikahannya merupakan pernikahan yang 
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Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-“Arabi, t.t), 192. 
83

Ibid, 201 
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sah maupun berupa hubungan senggama yang syubhat, atau karena 

sebuah kematian.
84

  

Ulama‟ Madzhab Maliki>yah mengartikan iddah sebagai masa 

dilarang menikah bagi seorang wanita disebabkan karena talak, 

meninggalnya suami, atau sebab fasakh.
85

 Begitu juga dengan madzhab 

Syafi‟i>yah mengartikan iddah sebagai masa menanti bagi istri untuk 

mengetahui kosongnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan 

berduka cita atas meninggalnya suaminya.
86

  

Pengertian iddah menurut istilah sebagaimana dijelaskan dalam 

ensiklopedia hukum Islam adalah masa menunggu bagi wanita untuk 

melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, 

baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun tujuannya adalah untuk 

mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.
87

 

Iddah karena perceraian, wanita yang diceraikan oleh suaminya 

terdapat dua kemungkinan yang berbeda, yaitu: 

a. Wanita yang dicerai dan sudah digauli suaminya (ba‟da al-dukhu>l) 

Wanita yang dicerai dan sudah digauli suaminya, memiliki tiga 

kemungkinan, yaitu sedang dalam keadaan hamil, tidak hamil, serta 

adanya kemungkinan terjadinya perubahan iddah dari iddah 
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Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al Fiqh „ala al-Mazahib al-„Arba‟ah, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 

1996), 448 
85

Ibid., 450 
86

Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib..., 425. 
87

Abdul Aziz Dahlan, et al, Ensiklopedia Hukum Islam 2, Cet. VII (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2006), 637. 
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menggunakan  perhitungan haid ke iddah dengan perhitungan bulan, 

dan sebaliknya. 

b. Wanita yang dicerai dan belum digauli suaminya (qabla al-dukhu>l) 

Wanita dalam keadaan tersebut tidak memiliki kewajiban 

untuk menjalankan iddah.
88

 Ketentuan ini terdapat dalam surah al-

Ahza>b ayat 49: 

  يَ  أيَ يهَا الَّذِينَ  آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  الْمُؤْمِنَاتِ  ثَُّ  طلََّقْتُمُوىُنَّ  مِنْ  قَ بْلِ  أَنْ  تََسَيوىُنَّ  فَمَا لَكُمْ  

يلًَ  ۗ   فَمَتِّعُوىُنَّ  وَسَرّحُِوىُنَّ  سَراَحًا جََِ  عَلَيْهِنَّ  مِنْ  عِدَّة   تَ عْتَديونَ هَا 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan-perempuan yang beriman, 

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas 

mereka iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya”.
89

 

Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum 

terjadi hubungan intim, maka istri tidak wajib menjalankan iddah, 

karena itu termasuk talak qabla al-dukhu>l.  

Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hubungan 

suami istri (al-dukhu>l) dalam hukum Islam, ketika dikaitkan dengan 

iddah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama‟ tentang 
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah....., 632. 
89

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya....., 424 
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bagaimana sebuah hubungan suami istri (al-dukhu>l) sudah dapat 

berimplikasi hukum walaupun hubungan tersebut belum memenuhi 

makna haqi>qi> dari hubungan suami istri (al-dukhu>l) itu sendiri. 

 

4. Hukum Pemberian Mut’ah Istri Qabla al-Dukhu>l 

Mut‟ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang 

dijatuhi talak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pemberian 

mut‟ah tersebut, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhu>l.
90

 

Adapun landasan hukum tentang mut‟ah bagi istri yang dicerai 

suaminya yaitu seperti yang terdapat dalam surah al-Baqa>ra>h ayat 241: 

ۗ   حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَ   وَللِْمُطلََّقَاتِ  مَتَاع   بِِلْمَعْرُوفِ  

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah 

diberi mut‟ah menurut cara yang patut, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang yang bertakwa”.
91

 
 

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang berfungsi 

sebagai dasar hukum tentang adanya pemberian mut‟ah, namun 

ayat tersebut sifatnya masih umum, dalam arti 
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setiap wanita (istri) yang ditalak berhak memperoleh mut‟ah tanpa 

mengkaitkan suatu ketentuan atau keadaan terhadap wanita (istri) yang 

ditalaknya karena ayat tersebut tidak dikhususkan dengan suatu sifat.  

Imam Malik hanya menghukumi sunnah pemberian mut‟ah 

kepada wanita yang di talak oleh suaminya. Imam Malik berpendapat 

demikian karena memberikan mut‟ah kepada wanita yang dicerai 

merupakan perbuatan yang baik sesuai dengan kadar kemampuan suami 

yang menceraikan istrinya apakah dia memiliki harta yang banyak atau 

sedikit. Mereka juga beralasan bahwa dengan adanya lafadz ( حقا على المتقي ) 

dalam Surat al-Baqa>ra>h ayat 241 menunjukkan bahwa kewajiban 

mut‟ah itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga 

Imam Malik menghukumi mut‟ah sebagai sunnah.
92

 

Menurut Imam Syafi‟i bahwa mut‟ah itu wajib diberikan kepada 

setiap wanita yang diceraikan suami, sama halnya perceraian itu qabla al-

dukhu>l ataupun ba‟da al-dukhu>l, kecuali bagi perempuan yang 

bercerai qabla al-dukhu>l dengan suaminya dan maharnya telah 

ditentukan, maka cukup bagi mantan suaminya memberikan setengah dari 

maharnya. Oleh kerena itu, wajib mut‟ah bagi istri yang diceraikan qabla 

al-dukhu>l meskipun tidak di wajibkan membagi dua mahar, dan wajib 
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Abi Qasim Muhammad bin Ahmad Ibn Juza‟i, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar alFikr, tt), 207. 
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juga mut‟ah bagi perempuan yang diceraikan suami ba‟da al-dukhu>l 

dan maharnya tidak disebutkan di dalam akad.
93

  

Menurut pandangan madzhab Hambali berpendapat, bahwa 

mut‟ah adalah wajib atas setiap suami merdeka atau budak baik muslim 

atau kafir ḍimmi> bagi setiap isteri yang dinikah tafwi>ḍ, ia diceraikan 

sebelum berhubungan intim dengan suaminya dan sebelum ditentukan 

maharnya.
94

  

Menurut pendapat Imam Hanafi mut‟ah wajib bagi orang yang 

menceraikan istrinya qobla al-dukhu>l, dan mantan suami itu juga belum 

menentukan jumlah mahar selama pernikahannya.
95

 Dalam masalah 

mut‟ah Imam Hanafi> berpegang pada firman Allah SWT surah al-

Ahza>b ayat 49 yang berbunyi: 

 يَ  أيَ يهَا الَّذِينَ  آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  الْمُؤْمِنَاتِ  ثَُّ  طلََّقْتُمُوىُنَّ  مِنْ  قَ بْلِ  أَنْ  تََسَيوىُنَّ  فَمَا لَكُمْ  عَلَيْهِنَّ  

يلًَ  ۗ   فَمَتِّعُوىُنَّ  وَسَرّحُِوىُنَّ  سَراَحًا جََِ  مِنْ  عِدَّة   تَ عْتَديونَ هَا 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 

iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun 

berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara 

yang sebaik-baiknya”
96

 

                                                           
93

Wahbah Zuhaily, al-Fiqh asy-Syafi‟i al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, (Jakarta: alMahira, 2010), 

569. 
94

Ibid, 319 
95

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 2, (Surabaya: Dar al-Kitab al-„Arabiyyah, tt), 73. 
96

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya....., 424. 
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Sebab ayat di atas turun yaitu: terdapat dalam sebuah riwayat 

melalui Sahl Ibnu Sa‟ad dan Abu Usaid r.a yang mengatakan bahwa 

Rasulullah SAW pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, tetapi 

ketika beliau masuk ke kamarnya dan mengulurkan tangan kepadanya, 

keliahatan Umaimah tidak suka. Maka Rasulullah SAW keluar dan 

memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengemasi barang-barang 

Umaimah, lalu beliau memberinya sepasang pakaian sebagai mut‟ahnya. 
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BAB III 

PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

TENTANG ISTILAH QABLA AL-DUKHU>L PADA PASAL 149 

KHI DALAM PERKARA PERCERAIAN 

 

A. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 

1. Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 yang berbunyi. 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan 

dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qabla al-dukhul. 

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.
97

 

Pasal di atas menjelaskan hak-hak istri setelah terjadi perceraian 

menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:  

                                                           
97

Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 44. 
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1) Hak nafkah, maskan dan kiswah 

2) Memberikan mut‟ah 

3) Melunasi mahar 

4) Memberikan biaya hadhanah 

B. Pengadilan Agama Surabaya 

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (UU 

7/1989 BESERTA PERUBAHANYA DAN PERMA 7/2015) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. 

KETUA 

 
Drs. Moh. Mujib, M.H 

Wakil Ketua 

 
Aryl Zabarrespati, S.E. 

Sekretaris 

 

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. 

Panitera 

 Eva Juliastutik, S.T. 

Kasubag 

Perencanaan,Teknologi 

Informasi & Pelaporan 

 

 

Mila Febriansari, S.E., 

M.H. 

Kasubag Kepegawaian 

Organisasi & Tatalaksana 

Ricky Riyyanno S.E.,S.H. 

Kasubag Umum & 

Keuangan 

 

H. Syarif Hidayat, S.H. 

Panitera Muda Permohonan 

 
Sugiarto, S.H., M.H. 

Kasubag Kepegawaian 

Organisasi & Tatalaksana 

Hj. Siti Nuriya , S.H. 

Panitera Muda Permohonan 

 

Jurusita Jurusita Pengganti 
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1 
1 

Hakim Hakim 

1. Dra. Hj. Nurcahaya Hi Mufti, M.H. 

2. Dra. Hj.Khoiriyah Syarqowi, M.H. 

3. Dra. Hj.St. Aminah, M.H. 

4. Drs. M. Nasir, M.S.I. 

5. Dra. Hj. Nurjaya, M.H. 

6. Dra. Hj.Saniati Harun, M.H. 

7. Drs. Abdul Qodir,S.H., M.H. 

8. Dra. Siti Munawaroh, M.H. 

9. Drs. Nandang Nurdin, M.H. 

10. Drs. H. Muhammad Chamim, 

M.H 

11. Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H. 

12. Drs. Wachid Ridwan, M.H. 

13. Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. 

14. Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum 

15. Drs, Agus Suntono, M.H.I. 

16. Drs. Saifudin, M.H. 

17. Drs. H. Bahrul Hayat, S.H., M.H. 

18. Drs. Muhadir, S.H., M.H. 

19. H. Mubahi, S.H. 

20. Dra. Hj.Chulailah 

1. Dr. Bayu Endragupta, 

S.Kom., S.H.,M.H 

2. Diana Embun Sari, S.H. 

3. Pipit Dwinta Lanasari, S.E. 

4. Januar Puspandan, S.E. 

1. Nyamin 

2 
2 

1. Drs. Iksanul Huri, M.H. 

2. Naini Tiastuti, S.H.,M.H. 

3. Mafsi Handany, S.H 

4. Embay Baitunah, S.Ag., M.H. 

5. H. Mahmudin, S.Ag., M.H. 

6. Benedictus Indra Cristyanto, 

S.E., S.H. 

7. Setianto, S.H., M.H. 

8. Fifit Ftri Lutfianingsih, S.H., 

M.H. 

9. Ahmad Zainudin, S.H. 

10. Andi Wijaya, S.H. 

11. Oskar Legimin, S.H. 

12. Muhammad Sli Said, S.H.I., 

M.H. 

13. Taufiq Rahman Efendi, S.H., 

M.H. 

14. Harudin, S.H. 

 

Panitera Pengganti 

  Garis Tanggung Jawab 

Garis Koordinasi 

Keterangan 
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2. Identitas Hakim Pengadilan Agama Surabaya 

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga hakim yang 

telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan 

data kepada peneliti terhadap penulisan ini. Adapun identitas hakim 

tersebut sebagai berikut: 

a. Nama    :  Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. 

NIP    :  19630222.199003.1.002 

Tempat/Tanggal Lahir :  Bojonegoro, 22 Pebruari 1963 

Jabatan    :  Ketua/Hakim Utama Muda 

Pangkat/Golongan   :  IV/d-Pembina Utama Madya 

Riwayat Pendidikan 

SD    :  Madrasah Ibtidaiyah Bojonegoro 

SMP    :  Madrasah Tsanawiyah Bojonegoro 

SMA    :  PGA 6 Tahun Bojonegoro 

S1    :  S1 Syari‟ah IAIN Sunan Ampel 

S1 Hukum Universitas Islam Al-Azhar 

S2 : S-2 Hukum Universitas Narotama 

Surabaya 

S3    :  S3 Hukum Universitas Islam Bandung 

Riwayat Jabatan 

PA. Larantuka   :  Hakim (1993) 

PA. Selong   :  Hakim (1995) 
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PA. Negara   :  Wakil Ketua (2002) 

PA. Karang Asem  :  Ketua (2006) 

PA. Negara   :  Ketua (2008) 

PA. Mataram  :  Wakil Ketua (2010) 

PA. Denpasar  :  Ketua (2012) 

PA. Surabaya  :  Ketua (2016) 

 

b. Nama    :  Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H. 

NIP    :  19660616.199303.1.006 

Tempat/Tanggal Lahir :  Cirebon, 16 Juni 1966 

Jabatan    :  Hakim Madya Utama 

Pangkat/Golongan   :  IV/c-Pembina Utama Muda 

Riwayat Pendidikan 

SD    :  SDN Kedongdong 

SMP    :  SMPN Ciwaringin 

SMA :  Madrasah Aliyah Negeri Ciwaringin 

S1 : S1 Syari‟ah IAIN Sunan Ampel 

Ponorogo; S1 Hukum Universitas 

Merdeka 

S2 : S2 Hukum Universitas Muslim 

Indonesia Makassar 

Riwayat Jabatan 
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PA. Ende :  Hakim (1997) 

PA. Ende :  Wakil Ketua (1999) 

PA. Larantuka :  Ketua (2002) 

PA. Kab. Kediri :  Hakim (2004) 

PA. Tuban :  Hakim (2011) 

PA. Surabaya :  Hakim (2015) 

 

c. Nama    :  Drs. Nandang Nurdin, S..H., M.H. 

NIP    :  19661213.1999203.1.002. 

Tempat/Tanggal Lahir :  Bandung, 13 Desember 1966 

Jabatan    :  Hakim Madya Utama 

Pangkat/Golongan   :  IV/c-Pembina Utama Muda 

Riwayat Pendidikan 

SD    :  - 

SMP    :  - 

SMA :  Lembaga Pendidikan Menengah Atas 

IPA-Matematika 

S1 :  S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 

S2 :  S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 

Riwayat Pendidikan 

PA. Tanah Grogot :  Hakim (1993) 

PA. Pandeglang :  Hakim (2001) 
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PA. Cirebon :  Hakim (2004) 

PA. Cimahi :  Hakim (2006) 

PA. Bandung :  Hakim (2011) 

PA. Surabaya :  Hakim (2015) 

 

C. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Istilah Qabla al-

Dukhul  Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara Perceraian 

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI yang menyebutkan bahwa 

terdapat akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi perceraian, yaitu 

kewajiban suami memberi mut‟ah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri 

qabla al-dukhu>l. Qabla al-dukhu>l dapat diartikan bahwa selama 

perkawinan berlangsung antara suami dan istri tidak pernah melakukan 

hubungan intim. Tetapi dalam pasal tersebut, KHI menggunakan istilah qabla 

al-dukhu>l dan ba‟da al-dukhu>l tanpa menjelaskan bagaimana kriteria al-

dukhu>l yang dimaksud. 

Sehubungan dengan hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya berkenaan dengan istilah qabla 

al-dukhu>l yang dimaksud pada pasal 149 KHI. 

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H., berpendapat bahwa yang dimaksud qabla 

al-dukhu>l pada pasal 149 KHI adalah apabila selama dalam ikatan 

perkawinan belum pernah terjadi hubungan suami istri (al-dukhu>l). Karena 
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yang dimaksud hubungan suami istri (al dukhu>l) adalah masuknya alat 

kelamin laki-laki (penis) sebagiannya atau seluruhnya ke dalam alat kelamin 

perempuan (vagina). Jika hanya sekedar bertemunya alat kelamin laki-laki 

dengan alat kelamin perempuan tetapi belum masuk, maka itu belum termasuk 

al-dukhu>l melainkan qabla al-dukhu>l. Beliau juga menambahkan bahwa 

kegiatan bersunyi (khalwat), saling menyentuh dan saling merangsang belum 

termasuk al-dukhu>l karena makna al-dukhu>l sendiri berarti masuk jadi alat 

kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan.
98

 

Drs. Nandang Nurdin, S..H., M.H., mengatakan bahwa yang dimaksud 

qabla al-dukhu>l dalam pasal 149 KHI adalah apabila antara suami istri 

belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinan berlangsung. 

Yang dimaksud hubungan seksual suami istri (al-dukhu>l) yaitu bertemunya 

organ intim laki-laki (penis) dengan organ intim perempuan (vagina) yang 

menyebabkan istri tidak perawan lagi. Beliau juga mengatakan bahwa al-

dukhu>l yang dimaksud dalam pasal 149 KHI adalah hubungan suami istri 

yang sempurna (al-dukhu>l al-haqi>qi>), jadi harus masuk secara sempurna. 

99
 

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., berpendapat bahwa yang dimaksud 

qabla al-dukhu>l dalam pasal 149 KHI adalah tidak pernah berhubungan 

layaknya suami istri. Al-dukhu>l disini diartikan sebagai hubungan kelamin 

                                                           
98

Suhadak, wawancara (4 Desember 2018) 
99

Nandang Nurdin, wawancara (4 Desember 2018) 
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yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin 

perempuan (vagina). Beliau berpendapat bahwa jika kedua alat kelamin 

tersebut sudah bersentuhan maka sudah termasuk ba‟da al-dukhu>l. Beliau 

juga mengatakan bahwa ukuran pernah tidaknya melakukan hubungan suami 

istri (al-dukhu>l)  tidak dapat dilihat dari perawan atau tidaknya seorang 

perempuan. Menurut beliau, perempuan yang dikatakan sudah tidak perawan 

yaitu perempuan yang selaput darahnya sudah pecah, dan penyebab selaput 

darah pecah tidak hanya disebabkan karena berhubungan suami istri, bisa juga 

karena terjatuh dan lain sebagainya yang mengakibatkan selaput darahnya 

pecah atau rusak. Jadi, keperawanan seorang perempuan tidak dapat menjadi 

ukuran pernah atau tidaknya melakukan hubungan suami istri (al-dukhu>l).
100

 

Pada pasal 149 KHI juga menjelaskan tentang kewajiban suami 

kepada istri yang telah diceraikannya yaitu memberikan mut‟ah kecuali bekas 

istri qabla al-dukhu>l. Artinya jika selama perkawinan tidak pernah terjadi 

hubungan suami istri (qabla al-dukhu>l), maka suami tidak wajib memberi 

mut‟ah kepada bekas istrinya. Begitu pula dengan istri, jika diceraikan 

sebelum berhubungan suami istri (qabla al-dukhu>l), maka tidak ada 

kewajiban iddah baginya. 

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H., berpendapat bahwa jika suami 

menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri (Qabla al-

                                                           
100

Abdurahman, wawancara (4 desember 2018) 
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dukhu>l), maka tidak ada kewajiban bagi suami memberikan mut‟ah kepada 

bekas istrinya, kecuali jika suami impoten. Jika alasan tidak berhubungan 

suami istri karena suami impoten, maka suami wajib memberikan mut‟ah 

kepada bekas istrinya tersebut. Alasannya, mut‟ah diberikan oleh bekas suami 

kepada bekas istri sebagai hadiah karena selama perkawinan berlangsung 

dimungkinkan istri merasa tersiksa karena tidak diberi nafkah batin oleh 

suaminya karena suami impoten. Beliau juga menambahkan sedikit mengenai 

al-dukhu>l yang berimplikasi wajib iddah yaitu jika kedua kelamin belum 

masuk dan hanya nempel saja atau saling bersentuhan, maka itu belum 

termasuk al-dukhu>l dan jika terjadi perceraian maka tidak ada iddah bagi 

istri.
101

 

Drs. Nandang Nurdin, S..H., M.H., mengatakan apabila perceraian 

terjadi sebelum melakukan hubungan seksual layaknya suami istri (qabla al-

dukhu>l), dan perceraian tersebut terjadi karena talak maka bekas suami tidak 

wajib memberikan mut‟ah kepada bekas istinya, meskipun tidak berhubungan 

suami istri karena suami impoten tetep tidak ada mut‟ah bagi istri. Beliau juga 

menambakan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan apa yang sudah 

ditetapkan dalam undang-undang. Dan dalam pasal 149 KHI sudah dijelaskan 
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Suhadak, wawancara (4 Desember 2018) 
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bahwa bekas suami tidak wajib memberikan mut‟ah kepada bekas istrinya 

apabila bekas istri tersebut qabla al dukhu>l.
102

 

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., berpendapat bahwasannya hak-hak 

istri ada akibat talak suami yaitu mut‟ah dan iddah. Apabila talak tersebut 

terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (qabla al-dukhu>l) maka hak-

hak istri gugur, artinya tidak ada mut‟ah maupun iddah bagi istri yang 

diceraikan qabla al-dukhu>l. Namun apabila perceraian qabla al-dukhu>l 

tersebut karena alasan suami impoten, maka hak mut‟ah bagi istri tetap ada 

karena bisa jadi selama perkawinan berlangsung, istri merasa dirugikan 

karena suami impoten sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada 

istrinya. Dan mengenai hak iddah, tidak ada iddah bagi istri qabla al-

dukhu>l.
103
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Nandang Nurdin, wawancara (4 Desember 2018) 
103

Abdurahman, wawancara (4 desember 2018) 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM 

PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ISTILAH 

QABLA AL-DUKHU>L PADA PASAL 149 KHI DALAM 

PERKARA PERCERAIAN 

 

A. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Istilah 

Qabla al-Dukhu>l Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara Perceraian. 

Dalam ikatan perkawinan, kehidupan suami dan istri dalam 

membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, penuh cinta dan kasih 

sayang. Apabila suami dan istri menjalankan hak dan kewajibanya terhadap 

pasangannya. 

Namun, sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan tersebut tidak 

selamanya tercapai. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

hubungan suami istri menjadi renggang dan berakhir pada suatu perceraian. 

Perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: cerai talak dan cerai gugat.   

Talak sebagai salah satu bentuk perceraian mempunyai beberapa 

akibat hukum tersendiri yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak bekas suami istri. Hal ini tercantum pada Kompilasi 
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Hukum Islam (KHI) pasal 149 yang berbunyi. Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib : 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhu>l. 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟i>n atau nusyu>z dan 

dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qabla al-dukhu>l. 

d. Memberikan biaya hada>nah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun.
104

 

 Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa walaupun telah terjadi 

perceraian karena talak dalam hal ini suami tetap memiliki kewajiban 

terhadap bekas istrinya untuk memberikan mut‟ah kecuali jika perceraian itu 

terjadi qabla al-dukhu>l.  

Tetapi dalam pasal tersebut, KHI menggunakan istilah qabla al-

dukhu>l dan ba‟da al-dukhu>l tanpa menjelaskan bagaimana kriteria al-

dukhu>l yang dimaksud sehingga menimbulkan beberapa penafsiran hakim 

Pengadilan Agama Surabaya. 

                                                           
104

Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 44. 
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Penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Istilah qabla 

al-dukhu>l yang dimaksud pada pasal 149 KHI, antara lain: 

Hakim pertama, bapak Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.,  menafsirkan 

istilah qabla al-dukhu>l yang dimaksud pada pasal 149 KHI adalah apabila 

selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah terjadi hubungan suami istri (al-

dukhu>l). Kriteria al dukhul yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah 

hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>) yaitu 

masuknya alat kelamin laki-laki (penis) sebagiannya atau seluruhnya ke dalam 

alat kelamin perempuan (vagina). Jika hanya sekedar bertemunya alat kelamin 

laki-laki dengan alat kelamin perempuan tetapi belum masuk, maka itu belum 

bisa dikatakan ba‟da dukhu>l melainkan qabla al-dukhu>l. Begitu juga 

dengan kegiatan bersunyi (khalwat), saling menyentuh dan saling merangsang 

belum termasuk al-dukhu>l.  

Hakim kedua, bapak Drs. Nandang Nurdin, S..H., M.H., menafsirkan 

istilah qabla al-dukhu>l dalam pasal 149 KHI adalah apabila antara suami 

istri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinan 

berlangsung. kriteria al-dukhu>l yang dimaksud yaitu bertemunya organ 

intim laki-laki (penis) dengan organ intim perempuan (vagina) secara 

sempurna (al-dukhu>l al-haqi>qi>) yang menyebabkan istri tidak perawan 

lagi.  
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Hakim ketiga, bapak Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., menafsirkan 

istilah qabla al-dukhu>l dalam pasal 149 KHI adalah tidak pernah 

berhubungan layaknya suami istri. Al-dukhu>l disini diartikan sebagai 

hubungan kelamin yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat 

kelamin perempuan (vagina), jika sudah bersentuhan maka sudah termasuk 

ba‟da al-dukhu>l. Ukuran pernah tidaknya melakukan hubungan suam istri 

(al-dukhu>l)  tidak dapat dilihat dari perawan atau tidaknya seorang 

perempuan. Sebab perempuan yang dikatakan sudah tidak perawan yaitu 

perempuan yang selaput darahnya sudah pecah, dan penyebab selaput darah 

pecah tidak hanya disebabkan karena berhubungan suami istri, bisa juga 

karena terjatuh dan lain sebagainya yang mengakibatkan selaput darahnya 

pecah atau rusak. Jadi, keperawanan seorang perempuan tidak dapat menjadi 

ukuran pernah atau tidaknya melakukan hubungan suami istri (al-dukhu>l). 

Terkait dengan ketiga ulasan di atas, terdapat persamaan dan 

perbedaan penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah 

qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. 

Persamaan ketiga pendapat hakim diatas yaitu sama-sama menafsirkan 

istilah qabla al-dukhu>l yang dimaksud pada pasal 149 KHI adalah apabila 

selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah terjadi hubungan kelamin antara 

suami istri (al-dukhu>l).  
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Selain persamaan, ketiga hakim tersebut juga mempunyai perbedaan 

pendapat dalam menentukan kriteria hubungan suami istri (al-dukhu>l) yang 

dimaksud dalam pasal 149 KHI. Hakim pertama dan kedua memiliki 

persamaan pendapat, yang dimaksud al-dukhu>l yaitu hubungan suami istri 

yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>) yaitu masuknya alat kelamin 

laki-laki (penis) sebagiannya atau seluruhnya ke dalam alat kelamin 

perempuan (vagina). Sedangkan hakim ketiga mengatakan bahwa jika kedua 

alat kelamin sudah saling bersentuhan maka sudah termasuk al-dukhu>l. 

Pada pasal 149 KHI juga menjelaskan tentang kewajiban suami 

kepada istri yang telah diceraikannya yaitu memberikan mut‟ah, kecuali bekas 

istri qabla al-dukhu>l. Artinya jika selama dalam ikatan perkawinan belum 

terjadi hubungan suami istri secara sempurna (al-dukhu>l al-haqi>qi>), maka 

suami tidak wajib memberi mut‟ah kepada bekas istrinya. Begitu pula dengan 

istri, jika diceraikan sebelum berhubungan suami istri (qabla al-dukhu>l), 

maka tidak ada kewajiban iddah baginya.  

Meskipun dalam pasal 149 KHI sudah jelas dikatakan apabila  

perceraian terjadi qabla al-dukhu>l maka tidak ada kewajiban mut‟ah bagi 

bekas suami juga iddah bagi bekas istri. Namun pada kenyataanya, hakim 

memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang istilah qabla al-dukhu>l 

terkait dengan kriteria al-dukhu>l yang dimaksud pada pasal tersebut 
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sehingga akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda bagi bekas suami istri 

setelah terjadi perceraian.  

Hakim pertama, bapak Dr. H. Suhadak, S.H., M.H., berpendapat 

bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri 

yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), maka tidak ada iddah bagi istri 

dan juga tidak ada kewajiban mut‟ah bagi suami. Kecuali jika alasan tidak 

berhubungan suami istri karena suami impoten, maka suami wajib 

memberikan mut‟ah kepada bekas istrinya tersebut. Alasannya, mut‟ah 

diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri sebagai hadiah karena selama 

perkawinan berlangsung dimungkinkan istri merasa tersiksa karena tidak 

diberi nafkah batin oleh suaminya karena suami impoten. 

Hakim kedua, bapak Drs. Nandang Nurdin, S..H., M.H., mengatakan 

bahwa apabila perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan seksual 

layaknya suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), maka 

tidak ada iddah bagi istri dan juga tidak ada kewajiban bagi suami untuk  

memberikan mut‟ah kepada bekas istrinya. Meskipun alasan tidak 

berhubungan suami istri karena suami impoten, tetap tidak ada kewajiban 

memberikan mut‟ah kepada bekas istri sesuai dengan ketetapan yang 

tercantum dalam pasal 149 KHI bahwa bekas suami wajib memberikan 

mut‟ah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhu>l. 
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Hakim ketiga, bapak Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., berpendapat 

bahwasannya hak-hak istri ada akibat talak suami yaitu mut‟ah dan iddah. 

Apabila talak tersebut terjadi qabla al-dukhu>l, maka hak-hak istri gugur, 

artinya tidak ada mut‟ah maupun iddah bagi istri yang diceraikan qabla al-

dukhu>l. Namun apabila perceraian qabla al-dukhu>l tersebut karena alasan 

suami impoten, maka hak mut‟ah bagi istri tetap ada karena bisa jadi selama 

perkawinan berlangsung, istri merasa dirugikan karena suami impoten 

sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada istrinya.  

Terkait ketiga ulasan diatas, penulis menemukan terdapat dua macam 

perceraian qabla al-dukhu>l dilihat dari alasan perceraiannya, yaitu 

perceraian qabla al-dukhu>l dalam kategori normal (umum), artinya tidak ada 

penghalang haqi>qi> untuk melakukan hubungan suami istri, perceraian 

terjadi pada pasangan suami istri yang sehat dan tidak pernah melakukan 

hubungan seksual karena alasan tertentu misalnya istri tidak mau melayani 

suami atau sebaliknya. Dan yang kedua, perceraian qabla al-dukhu>l karena 

adanya penghalang haqi>qi> yaitu ketidak mampuan suami dalam melakukan 

hubungan seksual atau yang disebut impoten. Dalam hal ini, terdapat 

persamaan dan perbedaan hakim dalam menetapkan akibat hukum yang 

ditimbulkan dari perceraian qabla al-dukhu>l tersebut yaitu kewajiban mut‟ah 

pada suami dan iddah bagi istri yang dicerai qabla al-dukhu>l. 
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Persamaannya yaitu jika perceraian qabla al-dukhu>l yang terjadi 

dalam kategori normal (umum), ketiga hakim sepakat bahwa jika suami 

menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual layaknya suami 

istri maka tidak ada iddah bagi istri dan juga tidak ada kewajiban mut‟ah bagi 

suami terhadap bekas istri sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 

149 KHI. 

Tetapi, jika perceraian qabla al-dukhu>l terjadi karena suami tidak 

mampu melakukan hubungan seksual atau impoten, hakim berbeda pendapat 

dalam menentukan akibat hukum yang ditimbulkan. Hakim pertama dan 

ketiga sepakat bahwa jika perceraian qabla al-dukhu>l terjadi karena suami 

impoten, maka suami tetap wajib memberikan mut‟ah kepada bekas istrinya 

tersebut. Alasannya, mut‟ah diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri 

sebagai hadiah karena dimungkinkan istri merasa tersiksa dan dirugikan 

karena suami tidak dapat memberikan nafkah batin selama perkawinan 

berlangsung. Sedangkan hakim kedua berpendapat, tetap tidak ada kewajiban  

bagi suami memberikan mut‟ah kepada bekas istri meskipun alasan tidak 

berhubungan suami istri karena suami impoten, karena ketetapan tersebut 

sudah tercantum dalam KHI bahwa bekas suami tidak wajib memberikan 

mut‟ah kepada bekas istrinya apabila bekas istri tersebut qabla al dukhu>l. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama 

Surabaya Tentang Istilah Qabla al-Dukhu>l Pada Pasal 149 KHI Dalam 

Perkara Perceraian 

Berdasarkan analisis penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya 

tantang istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI, penulis akan 

menganalisis berdasarkan prespektif hukum Islam. 

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis hubungan suami istri, pertama, 

hubungan suami istri yang sebenarnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), yakni 

masuknya penis laki-laki (dzakar) kedalam vagina (farj). Kedua, hubungan 

suami istri yang secara hukum (al-dukhu>l al-hukmi>), yakni hubungan 

suami istri yang sudah dianggap mempunyai implikasi hukum sama dengan 

hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), 

meskipun penis (dhakar) belum masuk kedalam vagina (farj). 

Konsep al-dukhu>l al-haqi>qi> atau ba‟da al-dukhu>l menurut 

madzhab Syafi‟i> tidak sebatas dimaknai al-wat‟u atau al-jima‟ melalui 

vagina (farj) saja, karena hubungan suami istri (al-dukhu>l) yang dilakukan 

jika mani sudah masuk, baik melalui jalan belakang (dubur) atau melalui 

vagina (farj) istri maka sudah dianggap hubungan suami istri yang 

sesungguhnya (al-dukhu>l al haqi>qi>). Dan jika suami menjatuhkan talak 
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kepada istrinya maka sudah berimplikasi wajib iddah, walaupun sudah nyata 

bersih rahim istri.
105

  

Menurut Imam Syafi‟i> bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan 

iddah dalam qaul jadi>dnya dan dalam qaul qadimnya berpendapat bahwa 

kewajiban menjalankan iddah bisa terjadi sebab hubungan suami istri yang 

sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>) yaitu kedua kelamin telah bertemu 

dan hubungan suami istri secara hukum (al-dukhu>l al-hukmi>) yakni 

perbuatan saling menyentuh dan meraba dengan tangan. 

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya setelah terjadinya 

bersunyi (khalwat) dalam perkawinan yang sah tetapi  kedua alat kelamin 

belum bertemu maka talak tersebut termasuk qabla al-dukhu>l karena belum 

terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhul al-haqi>qi>). 

Terkait dengan pendapat Imam Syafi‟i> di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa pendapat hakim yang paling relevan adalah pendapat 

hakim yang pertama yaitu Bapak Drs. H. Suhadak, SH. MH., yang 

mengatakan bahwa istilah qabla al-dukhu>l yang dimaksud dalam pasal 149 

KHI yaitu selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah terjadi hubungan 

suami istri yang sesungguhnya, yakni masuknya alat kelamin laki-laki (penis) 

                                                           
105

Zakariya bn Muhammad, Minhaj al-tullab fi Fiqh al-Imam al-Syafi‟i, (Beirut: Dar Kutub al-

„Ilmiyah, 1997), 137. 
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kedalam alat kelamin perempuan (vagina) secara sempurnya (al-dukhu>l al-

haqi>qi>). 

Dan jika perceraian terjadi qabla al-dukhu>l maka akan 

menggugurkan kewajiban mut‟ah bagi suami pada bekas istri sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam pasal 149 KHI. tetapi lain halnya jika alasan 

perceraian qabla al-dukhu>l karena suami impoten, maka suami tetap wajib 

memberi mut‟ah kepada bekas istri karena dimungkinkan selama dalam ikatan 

perkawinan istri merasa dirugikan karena suami tidak dapat memberikan 

nafkah batin. 

firman Allah SWT surah al-Ahza>b ayat 49 yang berbunyi: 

 يَ  أيَ يهَا الَّذِينَ  آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  الْمُؤْمِنَاتِ  ثَُّ  طلََّقْتُمُوىُنَّ  مِنْ  قَ بْلِ  أَنْ  تَََ سيوىُنَّ  فَمَا لَكُمْ  عَلَيْهِنَّ  مِنْ  

يلًَ  ۗ    تَ فَمَتِّعُوىُنَّ  وَسَرّحُِوىُنَّ  سَراَحًا جََِ  عِدَّة   عْتَديونَ هَا 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka 

sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas 

mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka 

mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya”
106

 

 

Sebab ayat di atas turun yaitu: terdapat dalam sebuah riwayat melalui 

Sahl Ibnu Sa‟ad dan Abu Usaid r.a yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW 

                                                           
106

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya....., 424. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

77 
 

pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, tetapi ketika beliau masuk ke 

kamarnya dan mengulurkan tangan kepadanya, keliahatan Umaimah tidak 

suka. Maka Rasulullah SAW keluar dan memerintahkan kepada Abu Usaid 

untuk mengemasi barang-barang Umaimah, lalu beliau memberinya sepasang 

pakaian sebagai mut‟ahnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

   

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai dengan bab IV, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

1. Penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah qabla 

al-dukhu>l pada pasal 149 KHI adalah apabila selama dalam ikatan 

perkawinan tidak pernah terjadi hubungan suami istri (al-dukhu>l). 

Kriteria al dukhu>l yang dimaksud adalah hubungan suami istri yang 

sesungguhnya (al-dukhu>l al-haqi>qi>), yaitu masuknya alat kelamin 

laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) secara sempurna.  

2. Analisis hukum Islam terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama 

Surabaya tentang istilah qabla al-dukhu>l pada pasal 149 KHI adalah 

konsep al-dukhu>l yang digunakan dalam masalah perceraian yaitu 

konsep al dukhu>l al-haqi>qi>. Imam Syafi‟i> dalam qaul jadi>dnya 

dan qaul qodimnya mengatakan bahwa hubungan suami istri yang 

mewajibkan iddah adalah hubungan suami istri yang sesungguhnya 

(al-dukhu>l al-haqi>qi>).  
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B. Saran 

  Hukum islam terus menerus berkembang mengikuti perkembangan 

zaman, maka: 

1. Kepada mahasiswa/i khususnya yang mempelajari hukum Islam, 

hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum Islam sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

2. Kepada pasangan suami istri sebaiknya memahami konsep hubungan 

suami istri yang berakibat hukum ketika terjadi perceraian. 
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